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untuk memperlcuat KPK amat dlbutuhkan

Upaya meniadakan KPK ini
terlihat dari adanya usulan agar
panitia angket membekukan
KPK untuk sementara waktu dan
bahkan membubarkan komisi
tersebut. Ini merupakan kelan-
jutan dari usulan sebelumnya.
vaitu meniadakan sejumlah ke-
wenangan KPK.

Usulan pembekuan ini disam-
paikan anggota Panitia Angket
dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodi-
ningrat. Menurut Henry, dari ha-

sil penyelidikan panitia angket,
ada banyak hal di KPK yang
harus dibenahi dan pembenahan
ini butuh waktu lama.

»Maka, jika perlu, untuk Se-
mentara KPK distop dulu. Kem-
balikan Gwewenang memberan-
tas korupsi) -kepada kepolisian
dan Kejaksaan Agung dulu,” kata
Henry di Kompleks  Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)
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(Sambungan dari halaman 1)

‘Wakil Ketua DPR Fahri Ham-

zah mendukung usulan tersebut.
Ta bahkan mengusulkan agar
KPK tidak hanya dibekukan, te-
tapi dibubarkan. Untuk pembu-
baran KPK ini, Fahri mengusul-
kan agar Presiden Joko Widodo
mengeluarkan peraturan peme-
rintah pengganti undang-undang
(perppu). Alasannya, banyak pe-
langgaran undang-undang dan
peraturan internal yang dilaku-
kan oleh KPK, sementara tingkat
korupsi masih tetap tinggi.
Usulan pembekuan dan pem-

‘bubaran KPK ini belum disepa-

kati anggota panitia angket lain-
nya. Usulan Henry bahkan dito-
lak oleh rekan satu partainya,

. Wakil Ketua Panitia Angket dari -

Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu,
“Lembaganya tidak salah, yang
salah orang-orangnya. Yang mau
kita benahi adalah penyimpang-
an yang dilakukan orang-orang-
nya,” kata Masinton.

Wakil Ketua Panitia Angket
dari Fraksi Partai Nasdem Taufi-
qulhadi menambahkan, usulan
pembekuan atau pembubaran

KPK baru merupakan usulan pri-

badi anggota panitia. Panitia ang-
ket sejauh ini belum meram-
pungkan rekomendasinya.
Meski baru usulan perorangan
dari anggota DPR, Juru Bicara
KPK Febri Diansyah mengata-
kan, lewat usulan itu publik akan
bisa menilai siapa sebenarnya

* yang menentang dan mendukung

upaya pemberantasan korupsi.
- Karenawacana pembekuan itu

belum merupakan pendapat res-
mi institusi, KPK tetap akan be-
kerja sebagaimana biasanya ber-
landaskan Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2002 tentang Ko-
misi Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi.

”Kami juga meyakini Presiden
akan tetap mendukung pembe-
rantasan korupsi seperti yang
pernah dikatakannya,” ujar Febri.
Ta menambahkan, jika kelak KPK
benar-benar dibekukan, koruptor
akan menjadi pihak yang paling

- diuntungkan karena KPK ti

bisa bekerja.

@P"‘

tepercaya

Namun, terkait Panitia Angket
DPR terhadap KPK ataupun di-
namika yang terjadi di KPK, Pre-
siden menyatakan tak mau men-
campuri karena menghormati
posisi setiap lembaga. “Supaya

- diketahui, panitia angket itu wi-

layah DPR, wilayah legislatif, hak
DPR. Sementara KPK merupa-
kan lembaga independen. Saya
tidak ingin mencampuri, Nanti
ada yang ngomong intervensi,”
tutur Presiden (Kompas, 2/9).
Guru Besar (Emeritus) Lem-
baga Ilmu Pengetahuan Indo-

Anggota DPR Ancam Bekukan KPK

nesia (LIPI) Mochtar Pabottingi-

khawatir melihat sikap Presiden
terhadap “kegaduhan” terkait de-
ngan KPK. Dia menyatakan be-
- lum melihat dengan jelas tindak-
an nyata atas pernyataan yang
selalu disampaikan Presiden ter-

kait dengan komitmennya mem-

perkuat KPK.,

Jika Presiden berniat mem-
perkuat KPK, menurut Mochtar,
pertama-tama harus membentuk
tim gabungan pencari fakta atas
penyiraman air keras ke wajah

idik senior KPK, Novel Bas-

n, saat ini
nan pl-
tas.

8 ovel blsa dilacak siapa

otak dibalik penyiraman itu. ”Ti-

dak’ semestlnya KPK dlserang,

Angket DPR terhadap KPK telah
menunjukkan dan mengajarkan
masyarakat Indonesia perilaku
yang tidak pantas dan tidak men-
cerdaskan bangsa.

Rekomendasi
Saat ini, Panitia Angket DPR

terhadap KPK hampir menyele-

saikan penyelidikannya dan mu-
lai menyusun rekomendasi. Pada
28 September mendatang, reko-
mendasi itu akan dilaporkan da-
lam Rapat Paripurna DPR. Jika
diterima di forum tersebut, reko-

mendasi itu akan menjadi re-

komendasi akhir panitia angket.

DPR bertekad akan memakai
instrumen yang dimilikinya un-
tuk memastikan pemerintah
menjalankan rekomendasi pani-
tia angket. Fahri Hamzah menga-
takan, jika rekomendasi angket
DPR tidak dipenuhi pemerintah,
DPR bisa melangkah ke hak se-
terusnya, yaitu hak menyatakan
pendapat.

Pasal 177 Peraturan DPR No-

‘mor 1 Tahun 2014 tentang Tata

Tertib mengatur, jika Rapat Pa-
ripurna DPR untuk menyikapi
hasil penyelidikan angket memu-
tuskan bahwa pelaksanaan suatu
undang-undang atau kebijakan
pemerintah yang berkaitan de-
ngan hal strategis yang berdam-
pak luas pada kehidupan ma-
syarakat, bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan,
DPR dapat menggunakan hak
menyatakan pendapat.

Namun, telah ada preseden
bahwa tak ada masalah meski
Presiden Joko Widodo tidak
menjalankan semua rekomenda-
si panitia angket. Ini terjadi da-
lam Panitia Angket Pelindo- IT
yang dihasilkan pada akhir 2015.
Rekomendasi yang belum dilak-
sanakan karena dinilai terlampau

~ mencampuri kewenangan Presi-

den itu adalah memberhentikan
Menteri Badan Usaha Milik Ne-
gara Rini M Soemarno.

(AGE/GAL/REK)

Suarakan komentar Anda
mengenai artikel ini dan
baca di kompas.id
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